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BUPATI MAHAKAM ULU ’
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAH ULU
NOMOR 8 TAHUN 2021/

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN AN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raydq dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas yang Bersumber dari An. garan Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2021 s

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Mahakam Uly dj Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

Undang-Undang Nomor 23 Tah n 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA D GAJI KETIGA BELAS YANG
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BERSUMBER DARI ANGGARAN |[PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2021.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

3.

11

12.

2021 kepada aparatur negara dengan memperhatikan

Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsui penyelenggara Pcmerirltalfxar%
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan |pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkdt PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
Jjabatan pemerintahan.
Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga
negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara
penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk
dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu telah itetapkan dan menerima surat
keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.

Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang dibe

an dalam rangka Hari Raya.

- Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut

PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran
dan menerbitkan perintah pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana a
dan Belanja Daerah.

isingkat SP2D adalah dokumen
s Beban Anggaran Pendapatan

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

emampuan keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari RaFa dan gaji ketiga belas tahun

Pasal 3
(1) Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:




a. PNS dan CPNS;
b. Pejabat Negara.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk PNS yang
diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayar

(3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
b. pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagair?ana dimaksud dalam Pasal 2

tidak diberikan kepada PNS, dalam hal:

a. sedang Cuti di luar tanggungan Negara; atau

b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di
luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS dan Pejabat Negara terdiri
atas:

gaji pokok;

tunjangan keluarga;

tunjangan pangan; dan

tunjangan jabatan atau tunjangan umum, | sesuai jabatannya dan/atau

pangkatnya.

po o

(2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi| pimpinan dan anggota DPRD
paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan
tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif
pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi CPNS terdiri atas:
80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
tunjangan keluarga;

tunjangan pangan; dan

L =

tunjangan umum, sesuai Jabatannya dan/atau pargkat golongan/ruanganya.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tidak termasuk:

tunjangan kinerja;

o o

tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
insentif kinerja;

A 0

insentif kerja;
€. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
tambahan pengahsilan bagi guru PNS;

)




(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dala
cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari R
(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimal
dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan
(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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tunjangan khusus wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah perbatasan;

tunjangan Pengabdian bagi PNS yang bekerja dan
terpencil;

bertempat tinggal di daerah

tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

atau peraturan internal instansi pemerintah; dan

tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN|GAJI KETIGA BELAS

Pasal 8

(satu) bulan pada bulan April tahun 2021.

im Pasal 2, dibayarkan paling
laya.

¢sud pada ayat (1) belum dapat
setelah tanggal Hari Raya.

ayat (1), besarannya sesuai

Pasal 5 dan Pasal 6 untuk 1

Pasal 9
Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat
bulan Juni.
Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaks&d pada ayat (1) belum dapat
dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) besarannya sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan

pada bulan Juni tahun 2021.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaim

ana dimaksud dalam Pasal 2,

tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagalimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu)
tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu)

tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
Dalam hal aparatur negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menerima lebih

dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya
tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu)

gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan
paling besar.
Dalam hal aparatur negara sebagaimana dimaksud

hanya 1 (satu) yang nilainya

pada ayat (3) menerima lebih

dari 1 (satu) gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran gaji ketiga belas tersebut
merupakan utang dan wajib mengembalikan epada Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAY

Pasal 12

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas
Pasal 2 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan An,
daerah.

Pasal 13

(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga
dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui penerbitan
Penanda Tangan Surat Perintah Membayar ke reke

(2) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membaya
Hari Raya dan SPM gaji ketiga belas kepada Bad
Aset Daerah.

(3) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada
Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas me
berikut:
a. SPM THR Gaji, untuk pembayaran tunjangan h

tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan/

tunjangan umum;

SPM Gaji 13, untuk pembayaran gaji ketiga

tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan/

tunjangan umum;

(4) SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dat
dimaksud pada ayat (3) dibuat tersendiri dan ter]
atau penghasilan bulanan.

(5) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3
pembayaran kekurangan atau susulan pembayaral
ketiga belas.

Pasal 14

(1) Penerbitan surat keterangan penghentian pemb
pada Pemerintah Daerah yang mengalami
keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya d
dibayarkan atau belum dibayarkan.

(2) Berdasarkan surat keterangan penghentian pemt

pada ayat (1), unit instansi tujuan mutasi p

Tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas y

instansi asal.

Pasal 15

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintas

SP2D Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas be

(A DAN GAJI KETIGA BELAS

sebagaimana dimaksud dalam
ggaran satuan kerja perangkat

belas sebagaimana dimaksud
SPM langsung oleh Pejabat
hing penerima.

r mengajukan SPM Tunjangan
an Pengelolaan Keuangan dan

ayat (1) untuk pembayaran
nggunakan jenis SPM sebagai

lari raya komponen gaji pokok,
atau tunjangan jabatan atau

belas komponen gaji pokok,
atau tunjangan jabatan atau

1 gaji ketiga belas sebagaimana
pisah dari SPM gaji, tunjangan

3), termasuk digunakan untuk
n Tunjangan Hari Raya dan gaji

ayaran bagi PNS yang bekerja
mutasi pindah dicantumkan
an/atau gaji ketiga belas telah

)ayaran sebagaimana dimaksud
iIndah melakukan pembayaran
ang belum dibayarkan oleh unit

an Pembayaran (SPP), SPM, dan
doman pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri mengenai teknis pengelolaan keuangan‘ daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTU
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diun

dangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,
ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MAHAKAM ULU,
ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 08

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

1 ffeni

-

ARSENIUS LUHAN,SE..M.Hum
NIP. 198204022010011016




